WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 02
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan perlu dilakukan penyempurnaan

terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka
Raya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Palangka Raya tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangkaraya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2753);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran N egara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 1059 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta
Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2005

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem  Informasi  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan @ Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah:

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Dengan Persetujuan Befsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALAN GKA RAYA
dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
02 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1 |
1. Ketentuan pasal 1 angka 7 dirubah, sehingga pasal 1

angka 7 berbunyi sebagai berikut :

Bank Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah tempat Rekening Kas Umum Daerah Kota

Palangka Raya;

2. Ketentuan pasal 1 angka 28 disisipkan angka baru
yaitu angka 28a,28b, angka 51 disisipkan angka baru
yaitu angka Sla, angka 54 disisipkan angka baru
yaitu angka 54a,54b,dan 54c, angka 56 disisipkan
angka baru yaitu angka 56a,56b,52c dan 56d,
sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada SKPD.

28a.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdir1 atas satu atau lebih entitas akuntansi

dengan ketentuan perundang - undangan wajib
menyampaikan laporan  pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.



28D.

ol.

ola.

o4,

o4a.

o4 b.

S4c.

560.

o6a.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
dan penyusunan laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran vyang berisi
program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola
keuangan daerah vyang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran pejabat
pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD yang mengelola
keuangan daerah  selaku Bendahara Umum
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang

memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai
dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.



S6b.SPP ganti uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

O06¢. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP- TU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melasanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

o6d.SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atas surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

3. Pasal 97 dirubah, sehingga pasal 97 berbunyi sebagai
berikut :

a. Walikota berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan  berbasis Akrual, menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan

b. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi dan/atau memuat antara lain sebagai
berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan ;
i1. Laporan LRA berbasis kas ;
11i. Laporan Arus Kas ;
iv. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) ;
v. Akuntansi Persediaan ;
vi. Akuntansi Investasi ;
vil.  Akuntansi Aset Tetap ;
viil.  Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ;
ix. Akuntansi Kewajiban ;
X. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi, dan peristiwa luar biasa ;
xi. Proses penyusunan  standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual.
c. Kebnakan Akuntansi Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai
dengan ketentuan peraturan peundang-undangan
yang berlaku.



